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Hanaf; Tanawijaya ‘)

purpose of this article is to show advantages

and disadvantages of Jand banking based on economic and legal perspectives. It also discusses the

pm\rh!'"y of 1ts application in Indonesia

[. PENDAHULUAN

Pembicaraan mengenai bank tanah akhir-akhir ini menjadi pusat perhatian
masyarakat, terutama oleh pemerhati masalah pertanahan. Diawali dari pernyataan
presiden kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional pada
tanggal 12 Agustus 1993 sebagaimana dimuat dalam massmedia sehari sesudahnya,
Presiden meminta agar gagasan pembentukan bank tanah dikaji.

Berbagai pendapat yang berada optimistis dan pesimistis meluncur kemudian.
Pendapat yang bernada optimistis pada umumnya mendukung dibentuknya bank tanah
sebagai suatu gagasan yang baik, meskipun upaya untuk mewujudkannya tidak mudah.
Di lain pihak, pendapat yang bernada pesimistis khawatir akan munculnya calo tanah
(para spekulan) gaya baru, dan di samping itu ada pula pendapat bahwa manfaat bank
tanah bagi rakyat kecil masih diragukan. ’

Untuk mengantisipasi perlunya pembentukan bank tanah, maka Badan Pertanahan
Nasional Pusat dan Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan diskusi dan beberapa
seminar. Dalam diskusi terbatas yang diselenggarakan oleh Universitas Gadjah Mada
dibicarakan tentang bank tanah dan permasalahannya. Demikian pula di Bali sewaktu
diadakan seminar “The 7th International Seminar on Land Readjustment and Urban
Development” ada dua pembicara asing yang membicarakan maasalah land banking,
yakni Michael Kitay dengan judul “Land Banking as a Tool to Control Land Prices
and Urban Growth”, dan Peter C.R. Hsieh dengan judul “Management Matters on
Urban Land Consolidation and Land Banking in Taiwan’.

*) Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
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Gemarang. dan Surabaya. Kemudian dalam magq kemerdekaan berkembang menjadi
perusahaan Tanah dan Bang‘f“a“' Perusahaan Tanah dan Bangunan mengadakan/
mensumpulkﬂn tanah, kemudian mematangkan tanah tersebut dengan membangun
asarana jalan dan membagi-baginya menjadi kaveling-kaveling yang siap untuk
sdirikan barigunan. Secara bertahap, kaveling ini dijual dengan harga di bawah harga
car kepada pegawai/karyawan. Kegiatan usahanya yaitu membeli dengan harga
aurah mematangkan, menyimpan dan selanjutiya menjual kembali dengan harga yang
ebih HREEL
Dalam rangka penyediaan tarah uptuk industri, pemerintah telah mendirikan
Pe,-usahaan untuk mengelola kawasan industri (industrial estate), di mana perusahaan
i melakukan pembelian tanah mentah untuk dimatangkan dan kemudian dijual kembali
quna pembangunan pabrik atau industri, Menurut Keputusan Presiden Nomor 53

Tahun 1989 tentang Kawasan Industri, pihak swasta dimungkinkan dapat mengelola
rawasan industd, seperti PIE dan SIER.

Sebelum lahimya UU Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman,
praktik—praktik penyediaan dan penjualen tanah serta bangunannya untuk keperiuan
perumzhan dan permukiman telah dilakukan secara luas oleh pihak swasta (rea! estate)
dan badan usaha milik negara (Perumnas). Kegiatan bank tanah di bidang pembanguns'm
perumahan dan permukiman telah lebih dahulu dilakukan oteh pihak swasta, sedangkan
kegiatan penyediaan dan penjualan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman
akan ditangani oleh Badan Pengelola Kawasan Siap Bangun (Kasiba) yang merupakan
badan usaha milik negara, o

Apabila maksud pembentukan bank tanah adalah general land banking, maka
verlu dipertimbangkan berbagai aspek, antara lain pembiayaan, sumber daya manusia
baik kualitas maupun kuantitas, peralatan, dan sebagainya. Mengingat luasnya wilayah
Indonesia dengan perkembangan penduduk yang cepat dan penyebarannya yang tidak

merata, maka akan menjadi kendala utama pembentukan general land banking.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam tulisan ini ingin dibahas mengenai
sampai sejauh manakah pembertukan bank tanah mampu mengendalikan harga tanah
dan menyediakan tanah gunz keperluan pembangunan.
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npck-aspck vang ¢
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mengaitkanny?d dengan pemo®
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Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor

Pokok-Pokok Agrana disebutkan:
ar supaya usaha-usaha dalam lapangan agraria diatur s
! |an

kan produksi dan kemakmuran rakyat sebagai yang din,
dalam Pasal 2 Ayat 3 sertd menjamin bagi setiap warga negara Indonesia derajat:]-cs“d
ai dengan martabat manusia, baik bagi diri sendiri maupun kehurgs id

a usaha-usaha dalam lapangan agraria dan Ol'ganl'jya-‘
bersifat monopoli swasta. isagj.
angan agraria yang bersifat monopoli hany, dapat

(1) Pemerintah berusaha ag
rupa schingga meningg!

vang sesu
{2) Pemerintah mencegah adany
organisasi dan perseorangan yang
(3) Usaha-usaha Pemerintah dalam lap
diselenggarakan dengan undang-undang.

Dengan mengacu kepada Pasa] 13 di atas khususnya Ayat (2), maka dj|
adanya usaha monopoli di bidang agraria (pemilikan tanah) yang dilakukan oleh arang
dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tersebut juga tidak mengatur tentan Swasty,
tukan bank tanah, namun pada Pasal 13 Ayat (3)-nya dimungkinkan pem '€ pemben.
melakukan usaha yang bersifat monopoli di bidang pertanahan, tetapi }r:n tah untu
undang-undang, baik mengenai tata cara maupun ke]embagaam;ya P s dengan

Dari P . .
b mz: aTaI 13 A‘t;al (3), memang dimungkinkan dibentuknya bank tanah sebagai
onah b 'EPO | pemenintah untuk menguasai tanah-tanah guna kelancaran pen e;gal

agl i
. pcmirinf:}?n::ﬂgan pembangunan, Namun yang menjadi pertanyaan sampa}', Iﬁ
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882 praktik-praktik dari bank tanah tanpa dilandasi suatu undaig Sada tem;:l:
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Undang-Undang No
. 3 No. 4
I2in memuat ke - Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman antara

1entuan bahw
melalui kawasan siap bangu: F:Z;?"g‘;“an perumahan dan permukiman dikembangkan
tanah"”, pada hakekatnya adal
ah merupakan kegiatan “bank
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anah yang akon dikuasai oleh bank tanah meliputj.

Jenis-jenis !
bekas erfpacht, bekas tansh partikel;
partikelir, tanap,

n tanali-tannh negarn

1. Penguasad ) .
hak guna usaha (HQU) yang idak diteruskan usahanya atau diterjap,
tanah-tanah ncgard atau tanah-tanab lain yang langsung dikuasaj ofej, . gnam y

h terlantar atau diterlantarkan;
b untuk fasilitas umum/sosial yang  disergy

pcmsahaan-pcrusahaan pembangunan perumahan (real estate),
4. Penguasaan tanah-tanah pengganti biaya pembangunan (TPBP) dy)
am Fingq

pelaksanaan konsolidasi tanah;
5, Penguasaan tanah-tanah untuk pengembangan pembangunan sesuai deng
an ['enc
a

pembangunan/rencana taa ruang melatui pembelian/pengadaan tanah a,
U ben
tuk

ama dengan masyarakat.

Penguasaan tanah-tand
3. Penguasasn tanah-tana

| ¥ |

an G'Ch

kerja §

ksanakan penguasaan tanah, bank tanah dapat mem
rtentu. Hak prioritas adalah perangkat ke hijakg:mleh hak
pemerintah untuk melakukan pembelian tana;:ain Yang

er]ebih

Dalam mela
prioritas pada tanah-tanah te
memberikan prioritas bagi
dahulu (preemption right).

Hak prioritas tidak diterapkan secara umum pada seluruh wilayah negara

, akan

tetapi hanya diterapkan pada wilayah-wilayah tertentu, yang dengan perseqyi
lembaga Dewan Perwakilan Rakyat, yang bersangkutan dinyatakan sebagai et.:ljllan
pengembangan khus‘us (special development region), yaitu wilayah yang dal wilayah
dekat akan segera dilakukan penataan kembali penguasaan' dan penggunaa am wakty
untuk kemudian dilaksanakan pembangunan din " (anahoya
atak 1 wi
Chusus, gu yatakan sebagal wilayah pengembangan
- Di dalam P-asal 6 UU Nomor 5 Tahun 1960 ditegaskan bahwa semua hak
o ;B:;unyal fungsi sosial, yang dalam penjelasan undang-undang te al:as
oaha [;nahnwa Fak atas ta.nah, apapun yang ada pada seseorang, tidaklah dibenzrlsrzmlit
oot yl mf akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata tuk
sehinggagan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi mas aru:ka
: penggunaannya harus disesuaikan dengan kondisi dan sifat dgari halZl L
ungsi sosi : ' ye.
sehingga tganaljolil:lliaian hak atas tanah bertujuan untuk kescjahteraan masyarakal,
memperhatikan kepemi:;;uiﬁa" a}aI: komoditi yang dapat diperjualbelikan tanp2
um. Jika ini dikai :
tanah, maka dari apa yang diuraikan di at " o dikaitkan dengan pembentukan bark
membeli tansh dengan harga yan e, teliat, bahwia bank tanah berusaba
g murah, yang kemudian dimatangkan, lalu dijul
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| dengan harga yang relatif {ehjt .
kemball ' mahal. Hal inj berienty :
. ' ngan d
(osial. Karena di da.lamnya terdapat pembekuan harga (Pﬂ'cefreszg) :ngatr; asas fungsi
;anah ini mEmAang ditetapkan pada tingkat harga rata-rag Jang wain l.mtcr:* kuan ha:(ga
. ' uk ja
ertentu sclama dilaksanakan pembangunan, Dengan penerapan pera Ii niklfakm
rerscbut dapat dicegah keccndenlngan spekulasi perangkat kebijakan
. 3 Schlngga pengadaan tanah .
untuk itu dapat dipcroleh dengan harga yang wajar. yang diperlukan
Seml?h melial uraian yang singkat, maka pembentukan bank tanah membawa
konsekuensi keuntungan dan kerugian, baik bagi pengusaha maupun masyarakat
A. Keuntungan dari pembentukan bank tanah.

Keuntungan dari pembentukan bank tanah adalah dalam rangka penyediaan

tanah dengan areal yang luas dan cepat serta tepat waktu, bagi pelaksanaan
nembangunan di segala aspek. Penyediaan tanah dinyatakan lancar dan dapat

mendukung pelaksanaan pembangunan nasional jika memenuhi paling tidak enam

syarat, yaitu lokasi tanah sesuai, luas areal tanah cukup, harga atau ganti rugi ianah
wajar, waktu penyediaan tanah tepat, ketentuan yang berla

ku ditaati, dan tidak
menimbulkan keresahan masyarakat. : .

Ternyata persyaratan tersebut pada dewasa ini makin sulit untuk dijangkau

secara lengkap dan utub, sehingga menghambat kelancaran penyediaan tanah.
Tidak tercapainya persyaratan tersebut antara lain disebabkan: (a) penguasaan
tanah oleh pihak-pthak tertentu dengan maksud spekulasi, dan oleh calo tanah; (b)
adanya tekanan-tekanan yang terjadi pada para pemilik tanah.

Upaya untuk menangani hambatan-hambatan dalam penyediaan tanah telah cukup
dilaksanakan bukan hanya mempertimbangkan aspek yuridis dan teknis saja, tetapi
juga telah mencakup aspek sosial ekonomi.

Keuntungan pembentukan bank tanah dimaksud untuk: (a) bagi developer/
pengusaha dan pemerintah dapat menyediakan tanah dengan luas areal tanah yang
tertentu, cepat, dan tepat waktu; (b) tanah yang dikuasai oleh bank tanah lebih
sesuai dengan rencana tata ruang, karena pada saat dilaksanakan pembelian tanah-
tanah terlebih dahulu dilihat rencana tata ruang wilayah daerah yang bersangkutan
dan peruntukan tanah itu sendiri; (¢) tersedianya informasi yang cepat dan akurat
datam hal memperoleh tanah bagi perusahaan real estate, tanpa harus melakukan
scrangkaian perijinan dan pembelian-pembelian yang tidak wajar, (d) denlga?n jbank
lanah diharapkan dapal mengendalikan harga tanah, lerlaksananya. subsidi silang
dan pendayagunaan pembangunan prasaraid lingkungan, sarana lingkungan dan
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) Km:n::w srars lain: () masyarakat pemilik tanah dapat tergog,
untok cepet menjual tanahnys demgan alasen behwa penjualan Mﬂ dilakukan
at2s dasar adanya perurtukan dan penggunasn tanah tersedut oleh pihak pemeringa,
baawtmmamm;w;(b)mmlmmw%
pada herga daser tanah, sedangkan setelah dimatangkan o'lah pibak pengelota.
kemudian dijual kembali dengan kenaikan harga yang berlipat ganda; (c) taneh
sudsh meniedi ala: komoditi yang berientangan dengan Pasal 6 UUPA bahy,
sermua hak ;m tanah mempunyai soiisl, jugs bertentangan dengan Pasal 13 UUp,
yang melarang sdanya kegiaisn monopoli di bidang agraria. Setelah melihat benef;
and cost analysis dari pembentukan bank tanah, maka terjadi apa yang disebyt
dengan difused cost/concenirated beneflt artinya hanya orang-orang tertentu saja
yang dape! mengenyam keuntungan, dan concenirated cost/concentrated benefit
artinya eda pihak-pihak terientu yang dapat mengenyam keuntungan, karena usahs
yang dilakukan dengan modal dan strategl, tanpa memperdulikan pihak lain yang
menderita (individualisme). Dengan demikian pembentukan bank tanah belum
dapet dinikmati oleh masyarakat [vas,

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

36

Sebagai kesimpulan dapat diungkapkan :

Masalah-masalah berat yang dihadapi dalam pengadaan/perolehan tanah, karena
belum tersedianya data pertanahan yang akurat, lengkap dan up fo date, sehingga
sulit menentukan siapa yang sebenarnya berhak, berapa luas dan harga tanahnya
serta berapa besar ganti rugi yang patut dan wajar diberikan,

Bank tanah (land banking) dapat menjadi sarana pengendalian harga, jika tidak
menjadikan tansh sebagal alat komoditl, melainkan hanya sebagai sarana untuk
membentu dalam hal perolehan dan penyediaan tanah bagi pelaksanaan
pembangunan, balk dengan modal dalam negeri maupun penanaman modal asing.
Bank tanah dapat menjad| alat informas| bagi para investor yang akan menanamkan
modainya di Indonesia, terutama yang memerlukan areal tanah yang luas, karena

pada bank tanah terdapat sistem Informag| yang lengkap, terutama mengenai letak
lokasl, luas dan pemilik tanah serta harga tanah,
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dilaksanak
4 Pembangunan yang an pada areal kawagan «; _ '
dengan rencana tata ruang yang ada, $18p bangun akan lebih sesuaj

Adapun saran-saran yang dapat diberikan adalgh

|, Pembentukan bank tanah harys didukun
yang isinya menyangkut badan pengelol
itu sendiri,

3. Diharapkan pengelola dari bank tanah adalah
mempunyai kekuasaan untuk menentukan dae
sebagai kawasan siap bangun,

sebagai berikut

8 oleh peraturan perundang-undangan,
a serta bentuk kegiatan perolehan tanah

pemerintah, karena pemerintah
rah mana yang akan ditetapkan
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